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Abstract: Pemikiran hermeneutika kontemporer umumnya berkembang dalam tiga
arus besar, namun Paul Ricoeur menghadirkan pendekatan berbeda melalui sintesis
antara fenomenologi Jerman dan strukturalisme Prancis. Perpaduan ini melahirkan
model hermeneutika yang menekankan dinamika makna melalui tahap semantik,
refleksi, dan eksistensial. Tulisan ini bertujuan mengeksplorasi konsep hermeneutika
Ricoeur untuk membaca problem kontemporer dalam hukum ekonomi syariah,
khususnya isu pendapatan non halal atau Dana Tidak Boleh Diakui Sebagai
Pendapatan (TBDSP) pada lembaga keuangan syariah. Isu ini menjadi perdebatan di
berbagai negara muslim, termasuk Indonesia, karena sejumlah transaksi perbankan
modern masih melibatkan unsur riba, kesalahan akad, dana denda, dan
ketidakpatuhan syariah lainnya. Melalui analisis semantik ayat-ayat rjba, konsep
distansiasi, serta apropriasi makna, hermeneutika Ricoeur memberikan kerangka
interpretatif yang relevan untuk memahami relasi antara teks syariah dan praktik
keuangan kontemporer. Penelitian ini menunjukkan bahwa fatwa Nomor 123/DSN-
MUI/X1/2018 dapat dibaca sebagai hasil ijtihad kolektif yang berupaya menegakkan
magqasid al-syari ‘ah melalui pemanfaatan dana TBDSP untuk kemaslahatan publik.
Pada level eksistensial, hermeneutika Ricoeur membantu menegaskan bahwa
keberadaan TBDSP tidak serta-merta meniadakan prinsip syariah, selama dilakukan
pemisahan, pelaporan, dan penyaluran sesuai nilai-nilai etika Islam.

Kata Kunci : Kaidah Figh; Bank Syariah; Ekonomi Islam.

1. PENDAHULUAN

Pemikiran hermeneutika di era kontemporer terbagi menjadi tiga arus' utama, namun terdapat satu
arus yang berada di luar hermeneutika tersebut yaitu hermeneutik yang dikemukakan oleh Poul Ricoeur.
dimana. Ricoeur dianggap dapat memadukan dua tradisi filsafat besar, yaitu fenomenologi Jerman
(Husserl dan Heidegger) dengan strukturalisme Prancis (Ferdinand de Saussure). Oleh sebab itu dalam
makalah ini penulis hendak mengeksplorasikan pemikiran hermeneutika Ricoeur yang berawal dari dua
arus pemikiran yang berbeda yaitu faham fenomenologi dan strukturalisme, apabila keduanya

dihubungkan dapat menghasilkan pemikiran komprehensif dalam kajian hermeneutika.
Salah satu topik yang ingin dikaji dalam pemikiran Ricoeur ialah pertentangan dana non halal
pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) khususnya perbankan syari’ah. Diberbagai Negara muslim, isu
dana non halal menjadi perdebatan pelik seiring tumbuh dan berkembangnya LKS yang menopang

! Pertama, hermeneutika romantis yang diwakili oleh Scheilmacher, William Dilthey dan Emilio Betti;
Kedua, hermeneutika ontologis yang diwakili oleh Martin Heidegger, Rudolf Bultmann dan Hans George
Gadamer; Ketiga, hermeneutika dialektis yang diwakili oleh K. Otto Appel dan Jurgen Habermas.
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kemajuan perekonomian modern. Negara yang menjadikan polemik terkait dana non halal pada LKS
ialah Malaysia. Istilah yang digunakan Malaysia dikenal dengan Non-Halal Income (NHI) atau Non-
Compliance Income (Puneri, Chora, [lhamiddin, & Benraheem, 2020). Non-Halal Income di perbankan
syariah Malaysia bersumber dari 5 sektor utama yaitu, produk tidak sesuai syariah, setoran ilegal dari
deposan, dokumen kontrak yang rusak, operasi bisnis tidak patuh syariah dan bunga yang diterima dari
bank konvensional (Yunus, Al Haneef, Kamaruddin, & Mahmud, 2017).

Begitu juga di Negara Indonesia isu tentang dana non halal di LKS di sektor perbankan syari’ah.
Padahal bank syari’ah dalam melakukan usahanya harus berjalan berdasarkan prinsip syari’ah
(Hejazziey, 2014). Realitanya sistem keuangan menggunakan dual banking system (Marzuki, 2018),
dimana tidak semua pendapatan diperoleh dari tingkat keuntungan (rate of profit) secara legal menurut
hukum Islam. Sehingga, bank syari’ah banyak menghadapi problematika dana pendapatan yang
diperoleh tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syari’ah berasal dari pendapatan bunga bank konvensional,
pendapatan dari adanya unsur penipuan, serta pendapatan akad-akad yang berjalan tidak sesuai
ketentuan syari’ah.

Pendapatan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syari’ah pada bank syari’ah tersebut dalam
kacamata hukum Islam (figh) dikenal dengan istilah pendapatan non halal atau Dana Tidak Boleh Diakui
Sebagai Pendapatan kemudian dikenal sebagai TBDSP. Di Indonesia sendiri, potensi dana TBDSP
tergolong sangat besar, pada tahun 2024 per Desember PT. Bank Syari’ah Indonesia Tbk (Bank Syariah
Indonesia, 2024) memiliki dana sejumlah 111.997 (dalam jutaan rupiah) sementara PT. Bank Muamalat
Indonesia Tbk (Bank Muamalat Indonesia, 2024) sejumlah 5.715.150 (dalam jutaan rupiah). Secara
umum besarnya potensi dana TBDSP tersebut dapat diamati dari data GCG (Good Corporate
Governance) report yang dirilis oleh bank syari’ah tersebut.

Dari data tersebut dana TBDSP perbankan syariah di Indonesia dapat dikategori 7iba (Ahyani
& Muharir, 2020) yang banyak menuai polemik di masyarakat muslim (Marwini, 2017). Sebab, riba
lebih dikenal di bank konvensional (Afif & Mulyawisdawati, 2016) dengan sebutan bunga bank. Bunga
bank dianggap menjadi salah satu akar rusaknya sistem perekonomian yang tumbuh dikalangan Neo
Revivalisme (Jamaldi, 2019). Selain itu, dari tinjauan sosiologis, mengambil 77bd@ merupakan perilaku
zalim kaum Yahudi (al Mishri, 1991) yang kemudian diadopsi oleh bangsa Arab jahiliyah dan umat
Islam saat itu.

Merespon berbagai polemik pendapatan non halal, Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama
Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan Fatwa Nomor 123/DSN-MUI/X1/2018 tentang Dana Tidak Boleh
Diakui Sebagai Pendapatan disingkat TBDSP bagi lembaga keuangan syari’ah, lembaga bisnis syari’ah,
dan lembaga perekonomian syari’ah. Pada fatwa tersebut DSN-MUI secara tegas memfatwakan bahwa
dana TBDSP pada perbankan syari’ah wajib digunakan dan disalurkan langsung untuk kemaslahatan
umat Islam begitu juga kepentingan umum yang tidak melanggar prinsip syariat Islam (Hawiati &
Dimyati, 2014).

Pendapat DSN-MUI tentang wajibnya dana non halal digunakan untuk kepentingan publik
didukung berbagai penelitian pertama penelitian milik Harkaneri dan Hana Reflisa (Harkaneri &
Reflisa, 2018) menyatakan bahwa adanya pendapatan non halal pada perbankan syariah disebabkan
adanya transaksi antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional yang menimbulkan bunga
bank. Penggunaan pendapatan non halal sebagai sumber dana gardhul hasan. Pendapatan non halal tidak
diakui sebagai pendapatan oleh bank syariah melainkan untuk disedekahkan. Sejalan dengan pandangan
tersebut Rudy Hartanto, Irena Paramita Pramono dan Pupung Purnamasari (Hartanto, Pramono, &
Purnamasari, 2019) hasil penelitiannya ialah penggunaan dana non halal didominasi oleh kegiatan
sosial. Penggunaan dana non halal tersebut tidak dimanfaatkan oleh pemiliknya, akan tetapi harus
disedekahkan kepada pihak lain.

Dari sinilah perlu pengkajian lebih mendalam, sebagai upaya memahami teks pada fatwa DSN
melalui teori interpretasi Paul Ricoeur penulis mencoba mengetengahkan kajian pendapatan non halal
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dari sisi hermeneutika dengan merefleksikan problem bahasa, dan manusia dalam dinamika kehidupan.
Sehingga memunculkan pandangan tentang hermeneutik fenomenologis yang bersifat dinamis.

2. METODE
Metode yang digunakan dalam tulisan ini jika dilihat dari sifat data yang diteliti merupakan

penelitian kualitatif (Sugiyono, 2013). Berdasarkan tempat pelaksanaan, merupakan penelitian pustaka
(library research). Berdasarkan taraf pencapaian, penelitian ini adalah penelitian deskriptif (descriptive
research) (Sugiyono, 2013) dengan data dukung berupa data primer berupa Fatwa Nomor 123/DSN-
MUI/X1/2018, sedangkan data sekunder berasal dari laporan GCG bank Muamalah dan bank Syariah
Indonesia. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan metode telaah dokumen. Adapun analisis data
menggunakan analisis dokumen (content analysis) (Sugiyono, 2013).

1.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Ricoeur, Sketsa Biografi dan Intelektualnya

Ricoeur mempunyai nama lengkap Paul Ricoeur, dilahirkan pada tahun 1913 di Valence,
Prancis Selatan. Keluarganya merupakan penganut Kristen Protestan yang taat dan dipandang oleh
masyarakatnya sebagai cendekiawan Protestan yang terkemuka di Prancis. Ricoeur dibesarkan di
Rennes tanpa bapak dan ibu (anak yatim piatu). Intelektualitasnya dalam bidang filsafat diawali
dengan perkenalannya dengan Dalviez di Lycee, seorang filsuf yang berhaluan Thomistis yang
terkenal, karena dialah salah seorang Kristen pertama yang mengadakan suatu studi besar tentang
psikoanalis Freud (Atho’ & Fahruddin, 2003). Dari hasil studinya S-1, pada tahun 1933 ia
memperoleh gelar kesarjanaan ‘/icence de philosopie’. Pada akhir tahun 1930 ia mendaftarkan diri
sebagai mahasiswa S-2 di Universitas Sorbonne, dan pada tahun 1935 memperoleh ‘aggregation de
philosopie’ (keanggotaan atau izin menjadi anggota suatu organisasi dalam bidang filsafat)
(Sumaryono, 1999).

Selepas S-2, ia mengajar di Colmar selama satu tahun, setelah itu ia dipanggil untuk mengikuti
wajib militer (antara 1937-1939). Pada saat mobilisasi, Ricoeur masuk dalam ketentaraan Prancis
dan menjadi tahanan perang hingga tahun 1945. Selama menjadi narapidana, ia mempelajari karya-
karya filsafat secara autodidak, seperti karya Husserl, Heidegger dan Jaspers, yang pada masa-masa
berikutnya akan mempengaruhi konstruksi pemikiran hermeneutiknya. Di antara kebiasaannya
dalam pengembangan intelektualitasnya, setiap tahunnya ia membaca karya-karya lengkap salah
seorang filsuf besar: mulai dari Plato serta Aristoteles sampai kepada Kant, Hegel dan Nietzshe.
Sehingga memperoleh pengetahuan filsafat yang mendalam baik filsafat Yunani klasik hingga
filsafat modern Barat. Sesudah perang, ia menjadi dosen filsafat di College Cevinol, pusat Protestan
internasional untuk pendidikan dan kebudayaan di Chambonsur-Lignon (Sumaryono, 1999).

Keahliannya dalam bidang filsafat menjadikannya dimandati untuk menggantikan kedudukan
Jean Hyppolite dan mengepalai bidang sejarah filsafat di Universitas Strasbourg, pada tahun 1948.
Setelah menempuh S-3, pada tahun 1950 ia memperoleh gelar ‘docteur des letter’ (Doktor bidang
Kesusastraan) melalui tesisnya yang berjudul Philosophie de la Volonte (Filsafat Kehendak), yang
kemudian karya tersebut ia jabarkan dalam dua volume, yaitu: La Volontaire et I’Involontaire (Yang
dikehendaki dan yang tidak dikehendaki). Dalam volume pertama ini Ricoeur mempergunakan
metode fenomenologi untuk membahas dimensi kehendak yang dalam tulisan G. Marcel disebut
‘incarnate existence’. Sedangkan dalam volume kedua, ia memberi judul Finitude et Culpabilite
(keterbatasan dan kesalahan) yang diterbitkan pada tahun 1960 dalam dua buah buku dengan
masing-masing judul: L’Homme Fuaillible (Manusia yang mudah jatuh ke dalam dosa) dan La
Symbolique du Mal (Simbol Dosa/Kejahatan) (Sumaryono, 1999).

Sebagai seorang akademisi, Ricoeur menjalani karir sebagai staf pengajar mata kuliah filsafat
di Colmar selama setahun. Pasca perang dunia II, ia juga menjalani kehidupan akademiknya di
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College Cevinol sebagai dosen filsafat pula. Pada tahun 1957, Ricoeur diangkat menjadi guru besar
bidang filsafat di Universitas Sorbonne, namun pada tahun 1966 ia memilih mengajar di Nanterre,
perluasan dari Universitas Sorbonne, dipinggiran kota Paris. Kemudia Ia diangkat menjadi dekan di
sana pada tahun 1969. Pada tahun 1970, karena ada suatu hal, Ricoeur meletakkan jabatannya
sebagai dekan, dan pindah ke Universitas Louvain atau Leuven di Belgia (Atho’ & Fahruddin,
2003).

Setelah berpindah-pindah tempat mengajarnya, Ricoeur pada tahun 1973 kembali ke Nanterre
(sekarang disebut Universitas Paris X) dan disamping itu setiap tahun ia mengajar juga beberapa
bulan di Universitas Chicago. Di Paris, ia menjadi direktur Centred’edudes Phenomenologiques et
Hermeneutiques (Pusat Studi tentang Fenomenologi dan Hermeneutika). Pada periode ini jugalah
nampaknya merupakan puncak prestasi Ricoeur yaitu banyak menaruh perhatiannya pada masalah-
masalah filsafat bahasa dan hermeneutika. Dalam kehidupan intelektual pada masa berikutnya,
Ricoeur lebih banyak mengembangkan dan menaruh minat pada filsafat bahasa terutama dalam
hubungannya dengan hermeneutika (Kaelan, 1998).

Level Sematik Dana TBDSP Studi Fenomologi Bank Syariah

Level semantik ini memiliki peran fundamental dalam menjaga hubungan antara hermeneutika
dengan metode serta hubungan antara hermeneutika dengan ontologi. Tujuan dari level semantik
ialah menjaga hermeneutik terhindar dari pemisahan antara metode dengan kebenaran (Ilyas, 2018).
Pembahasan pada level sematik dikhususkan pada model transaksi yang dilakukan oleh perbankan
syari’ah di Indonesia. Transaksi bank syariah tentunya mengarah pada prinsip syariah itu sendiri,
akan tetapi pada kenyatanya masih ada transaksi mengandung unsur 7iba. Dimana riba (Ahyani &
Mubharir, 2020) didapatkan dari denda dan pendapatan non-halal sebagai salah satu sumber utama
pendapatan dana TBDSP perbankan syariah di Indonesia. Padahal »iba sudah dilarang di dalam al-
Qur’an sebagai landasan fundamentalnya.

Dari sinilah kajian terhadap ayat-ayat riba dalam Al-Qur’an menjadi semakin signifikan ketika
dihadapkan pada dinamika praktik keuangan modern, termasuk perkembangan bank syariah di
Indonesia. Untuk memahami relasi antara teks suci dan fenomena institusional kontemporer,
pendekatan hermeneutika Paul Ricoeur menawarkan kerangka analitis yang dapat menyingkap level
semantik teks, sekaligus menjembatani makna ayat dengan realitas sosial ekonomi yang terus
berubah.

Pertama eksplikasi semantik ayat riba. Pada eksplikasi kali ini mengambil salah satu ayat riba
dengan memperlihatkan struktur bahasa yang tegas melalui diksi-diksi yaitu 33! 3353 b““” e
(QS. al-Bagarah 2:275). Dari potongan ayat tersebut terdapat dikotomi antara al-bay’ dan al- riba,
yang menandai pemisahan moral antara transaksi yang dianggap adil dengan praktik ekonomi yang
eksploitatif (Zainuddin & Zainuddin, 2022). Semantik ayat menegaskan bahwa rjba bukan sekedar
tambahan bunga, tetapi praktik yang mengakibatkan ketimpangan, penindasan, dan dominasi
ekonomi. Pada tataran ini, struktur semantik ayat memuat pesan etik universal berupa keadilan, non-
ekploitasi, dan perlindungan terhadap pihak lemah. Pesan inilah yang menjadi dasar moral bagi
konstruksi sistem keuangan syariah di Indonesia.

Kedua, distansiasi teks dan transformasi makna. Ricoeur memperkenalkan konsep distansiasi,
yakni pemisahan teks dari konteks historis awalnya. Ketika ayat-ayat riba dilepaskan dari realitas
riba jahiliah, teks membuka horizon makna baru bagi pembacaan kontemporer. Pada titik ini, 7iba
tidak lagi dipahami secara sempit sebagai tambahan berlipat ganda, tetapi sebagai simbol
ketidakadilan struktural dalam transaksi keuangan modern (Setiadi & Nasution, 2025). Distansiasi
memungkinkan teks untuk berbicara pada konteks perbankan Indonesia yang memiliki kompleksitas
berbeda. Dengan demikian, larangan riba dapat dipahami sebagai kritik terhadap praktik keuangan
yang berpotensi menimbulkan ketidaksetaraan, meskipun tampil dalam bentuk yang lebih sistematis
dan legal formal.
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Ketiga, apropriasi: makna ayat riba dalam fenomenologi bank syariah di Indonesia. Tahap
apropriasi menurut Ricoeur menekankan bagaimana pembaca—dalam hal ini regulator, akademisi,
praktisi syariah, dan masyarakat—mengaktualisasikan makna teks ke dalam pengalaman konkret.
Fenomenologi bank syariah di Indonesia menjadi ruang hidup (/ived experience) di mana nilai-nilai
anti-»iba diinternalisasi ke dalam model bisnis, akad, dan prinsip operasional merupakan bentuk
konkret apropriasi ayat ribd dengan berusaha menata sistem ekonomi yang menghindari unsur
eksploitasi. Dalam fenomenologi lembaga keuangan syariah Indonesia, larangan riba dipahami
bukan hanya sebagai instruksi legalistik, tetapi sebagai prinsip etika publik (public ethic) yang
mendorong terciptanya keadilan ekonomi, transparansi, serta perlindungan terhadap nasabah yang
rentan terhadap tekanan finansial (Rafiqi, 2017). Tentunya riba dianggap sebagai dana yang Tidak
Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (TBDSP).

Level Refleksi Dana TBDSP Pada Fatwa DSN-MUI

Pada level refleksi ini, posisi hermeneutika akan diangkat lebih tinggi pada level filosofis.
Dimana pada level refleksi membuka peluang untuk menetapkan fatwa bersifat “progresif” yang
dapat digunakan pada era disrupsi. Maka hermenetik akan menggali model penatapan fatwa yang
dihasilkan oleh DSN-MUI sebagai proses ijtihadiyah. Metode istinbat hukum Islam yang digunakan
oleh MUI dalam fatwa TBDSP menggunakan struktur istinbdt yang terdiri atas enam unsur: (1) al-
Qur’an, (2) Hadits Nabi, (3) ijma’, (4) qiyas, (5) kaidah figh, dan (6) pendapat para ulama. Persoalan
yang diangkat dalam level refleksi hermenetik Ricoeur ialah kaidah figh. Dalam menemukan kaidah
figh membutuhkan deskripsi masalah yang dikaji secara hati-hati. Lahirnya kaidah figh yang sesuai
dengan problematika kontemporer sangat diharapkan sebagai arah baru bagi kajian hukum ekonomi
syariah yang bisa dimulai dari Fatwa DSN-MUIL.

Penetapan fatwa nomor 123/DSN-MUI/X1/2018, terkait dengan metode yang digunakan MUI
dalam menyampaikan hukum berupa al-jam’ wa al-tawfiq. Pada metode ini didapati al-gawa 'id al-
fighiyah al-asasiyah al-kubra (Khanifa & Handoyo, 2019) dengan berbagai sub cabang yang
dihasilkan diantaranya

Aaed e s 3% O Yy dsuy ol o Al
Artinya: Pada dasarnya, segala bentuk muamalat itu boleh dilakukan kecuali ada dalil yang
mengharamkannya.
4 Gs Fhpia 0815 by 538 a4 s A
Artinya: Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang berpiutang, muqridh) adalah
riba jika dipersyaratkan (di awal) atau sudah menjadi kebiasaan.

M s g2t 4. T P T ,fai
fu.xi ?;(}rﬁmw1 c_/.).,\::j 1..4...31

Artinya: Di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah.

Secara tekstual, kaidah tersebut bertumpu pada dalil-dalil yang menegaskan prinsip kebebasan
bertransaksi selama tidak bertentangan dengan nilai syariah merujuk pada Qur’an dan Hadits. Akan
tetapi kaidah tersebut digunakan untuk melegitimasi dana TBDSP bagi lembaga keuangan syariah,
lembaga bisnis syariah dan lembaga perekonomian syariah yang mana dapat dikatakan bertentangan
dengan nilai syariah. Pertentangan ini timbul dari asal muasal TBDSP dari (1) transaksi tidak sesuai
dengan prinsip syariah yang tidak dapat dihindarkan, termasuk pendapatan bunga (viba); (2)
transaksi syariah yang tidak terpenuhi ketentuan dan batasannya (rukun dan/atau syaratnya); (3)
dana sanksi (denda) karena tidak memenuhi kewajiban sesuai kesepakatan (‘adam al-wafa' bi al-
iltizam); (4) dana yang tidak diketahui pemiliknya, diketahui pemiliknya tetapi tidak ditemukan,
atau diketahui pemiliknya tetapi biaya pengembaliannya lebih besar dari jumlah dana tersebut.
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Sumber TBDSP tersebut, bermula dari kegiatan bank syariah yang tidak bisa dihindari adanya
pendapatan non-halal ataupun denda dalam kegiatan intermediary. Dari sinilah MUI melakukan
istimbath al ahkam melalui jjtihad jama’i (kolektif). Tentunya penggunaan metode ini dijalankan
dengan memperhatikan kemaslahatan umum (mashalih ‘ammah) dan tujuan hukum Islam
(magqashid al-syari’ah) (Majelis Ulama Indonesia, 2011).

Penggunaan ijtihad jama’i, yang digunakan dalam membangun kaidah figh dalam fatwa TBDSP
yaitu dengan metode sadd al-dzaraa’j yang diambil dari salah satu ayat Al Qur’an Surah Al Bagarah
2:173 yang berbunyi
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Artinya: Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan
(daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa
yang terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula)
melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun
lagi Maha Penyayang.
Selain al-Qur’an di atas, terdapat Hadits berasal dari Muwatha’ Malik yang meriwayatkan bahwa
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Artinya: Muwatha’ Malik 1234: Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari (‘Amru bin
Yahya Al Muzani) dari (Bapaknya) bahwa Rasulullah Shalla Allahu 'alaihi wa sallam
bersabda: “‘Tidak boleh membuat kemudharatan pada diri sendiri dan membuat
kemudharatan pada orang lain”.

Dari ayat Al-Qur’an maupun hadits tersebut didapati bahwa adanya kondisi darurat. Oleh sebab
itu terdapat keringanan, akan tetapi tidak melampaui batasan kondisi darurat. Ayat ini sejalan
dengan problematika dana TBDSP yang bertentangan dengan prinsip syariah disebabkan
mengandung riba. Selain ayat Al-Qur’an terdapat beberapa kaidah figh yang bisa dijadikan alasan
dana TBDSB masih dijalankan oleh bank syariah diantaranya

s = Z
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Kaidah tersebut memiliki arti bahwa apabila dalam sebuah perkara terdapat kemudharatan yang
tidak mungkin untuk dihindari, maka menjadikan diperbolehkannya untuk mengambil inisiatif yang
sebelumnya dilarang (Ibrahim, 2019). Kaidah lain yang mendukung pendapat sebagaimana di atas

adalah kaidah yang mengatakan
el m BI85 55508 gl Y

Kaidah ini menjelaskan bahwa apabila dalam kondisi darurat maka hukum haram itu menjadi
tidak ada, dan jika tuntutan itu terkait dengan kebutuhan maka menjadi boleh. Namun demikian,
tidak dibenarkan untuk melakukan tindakan yang sebelumnya dilarang itu melebihi batas kebutuhan
(Ibrahim, 2019), sebab dalam kaidah yang lain dijelaskan bahwa diperbolehkan memanfatkan
keringan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan, sebagaimana kaidah yang mengatakan

33
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Kaidah tersebut memperjelas bahwa sesuatu diperbolehkan dalam kondisi darurat, disesuaikan
dengan kadar kebutuhan (Ibrahim, 2019). Atas dasar ini dana TBDSP tidak bisa dihindarkan oleh
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bank syariah namun tidak boleh diakui sebagai pendapatan. Maka dari itu, fatwa tentang TBDSP
yang ditetapkan MUI bersifat argumentatif (memiliki kekuatan hujjah), legitimatif (menjamin
penilaian keabsahan hukum), kontekstual (wagqi'iy), aplikatif (siap diterapkan), dan moderat. Secara
khusus dalam fatwa tentang keuangan syariah, MUI memperhatikan pendapat peserta rapat pleno
Dewan Syariah Nasional pada hari Kamis, tanggal 8 November 2018 di Jakarta (Dewan Syariah
Nasional - Majelis Ulama Indonesia, 2018) sebagai bagian dari klausul penetapan fatwanya.
Level Eksistensial Dana TBDSP Pada bank Syari’ah di Indonesia

Pada tahap ini menurut Paul Ricoeur hermeneutika memasuki tahapan paling kompleks yaitu
tahap ontologi atau membeberkan hakikat pemahaman (ontologi of understanding) melalui
methodology of interpretation (Ilyas, 2018). Intepretasi digunakan pada level eksistensial guna
membahas TBDSP di bank syari’ah. Sebab, keberadaan TBDSP membawa asumsi negatif dalam
tinjauan kepatuhan syariah (shariah compliance) pada bank syari’ah khususnya (Khanifa & Safwan,
2017). Namun demikian, hal tersebut juga tidak bisa menjadi alasan untuk menghukumi
ketidaksyariahan secara totalitas bank syari’ah yang sedang berkembang saat ini. Hal ini selaras
dengan kaidah figh berikut ini

4 P ) -
AT TN i SN A
Kaidah ini diartikan sebagai “apa saja yang tidak bisa dicapai seluruhnya tidak ditinggalkan
seluruhnya pula”. Maka setidaknya bank syariah harus bisa memisahkan unsur halal dari unsur
haram atau yang dikenal dengan istilah tafrig al halal min al haram (pemisahan unsur halal dari
yang haram) (Dewi, 2020). Prinsip dasar pemisahan ini adalah bahwa uang atau harta dalam
perspektif figh bukanlah kategori harta haram karena zat atau substansinya (haram lidzatihi).

Konsep pemisahan haram dari yang halal ini dengan mengecualikan salah satu dari kaidah kulliyah
berupa
A e 2oy IS it 13

Kaidah ini memiliki arti bahwa “apabila bercampur unsur halal dengan yang haram, maka
dimenangkan unsur haram”. konsekuensi pengecualian ini, setidaknya bank syariah harus mengikuti
aturan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dimana dana TBDSP dilaporkan dalam
pembukuan yang berbeda dan tidak dapat diakui sebagai pendapatan. Sebab, TBDSP sendiri
diartikan sebagai pendapatan yang berasal dari berbagai akad transaksi yang bertentangan atau tidak
sesuai dengan syariah, syarat dan rukunnya tidak terpenuhi atau unsur-unsur lain yang dilarang
syariah. Istilah asing yang mirip dengan dana non halal adalah unlawful incomes by islamic banks
atau sharia non-compliance income (Rahman & Osmani, 2018).

Hal ini sejalan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 yang menjelaskan
bahwa dana non halal merupakan semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip
syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional (Dewan
Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesi, 2022). Jika merujuk pada PSAK tersebut,
sumber dana non halal dianggap sebagai dana khusus di luar pendapatan. Sementara itu dalam aturan
PSAK 101, dana non halal merupakan salah satu sumber penerimaan dari dana kebajikan perbankan
syariah (Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesi, 2022).

Dalam perkembangannya, dana non halal yang didapatkan bank syariah dihimpun dalam
rumpun dana TBDSP sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor 123/DS-MUI/X1/2018.
Nantinya dana ini digunakan untuk kepentingan dan kebaikan umat Islam serta umum yang sejalan
dengan prinsip-prinsip syariah, antara lain (1) penanggulangan korban bencana (2) sarana penunjang
lembaga pendidikan islam (3) masjid/musholla dan penunjang lainnya (4) pembangunan fasilitas
umum yang berdampak sosial (5) sosialisasi, edukasi dan literasi ekonomi, keuangan dan bisnis
syariah untuk masyarakat umum (6) beasiswa untuk siswa/mahasiswa berprestasi dan/atau kurang
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mampu (7) kegiatan produktif bagi dhuafa’ (8) faqir-miskin (9) kegiatan sosial lainnya yang tidak
bertentangan dengan prinsip syariah (Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, 2018).

Kebolehan pentasarufan dana TBDSP tersebut didasari pada Hadits Nabi yang diriwayatkan
oleh Ahmad
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Artinya: Musnad Ahmad 21471: Telah menceritakan kepada kami [Mu'awiyah bin 'Amr] telah
menceritakan kepada kami [Abu Ishaq] dari [Za'idah] dari ['Ashim bin Kulaib] dari
[avahnya] bahwa [seseorang dari Anshor] memberi khabar padanya, ia berkata: Kami
pergi bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mengikuti jenazah. Saat kembali,
kami bertemu seorang utusan wanita Quraisy. Utusan itu mengatakan: 'Hai Rasulullah
shallallahu 'alaihi wa sallam, si Fulanah mengundangmu dan orang-orang yang
bersamamu untuk makan." Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pun berangkat dan kami
berangkat bersamanya. Lalu kami duduk seperti duduknya anak-anak di depan ayah-ayah
mereka. Kemudian makanan dihidangkan, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam
meletakkan tangan kemudian orang-orang meletakkan tangan. Orang-orang memahami
saat beliau mengunyah makanan, itu pertanda beliau tidak membolehkannya. Lalu orang-
orang mengangkat tangan dan melalaikan kami. Lalu mereka ingat, dan meraih tangan
kami. Kemudian seseorang memukul makanan yang ada ditangannya hingga jatuh, lalu
mereka menahan tangan kami, mereka melihat apa yang dilakukan Rasulullah shallallahu
‘alaihi wa sallam. Beliau membuang dan melemparnya, beliau bersabda: "Aku
menemukan daging kambing yang diambil tanpa izin dari pemiliknya." Wanita itu berdiri
lalu berkata: 'Wahai Rasulullah! Niatku semula, aku ingin mengumpulkan baginda dan
orang-orang yang bersama baginda untuk hidangan makanan, kemudian aku pergi ke
Baqi' tapi aku tidak menemukan adanya kambing yang dijual, sedang 'Amir bin Abu
Waqqash membeli kambing dari Baqi' kemarin, aku mengutus seorang utusan kepadanya
agar ia mencarikanku seekor kambing di Baqi' tapi tidak ada, kemudian ada yang
bercerita kepadaku bahwa engkau telah membeli seekor kambing, maka kirimkanlah
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kepadaku, tapi utusanku tidak menemukannya. Keuarganya lantas menemukannya lalu
mereka serahkan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda dan beliau
bersabda: "Berikan kepada para tawanan".

Dalam hadits tersebut dijelaskan bahwa ketika Rasulullah mengetahui bahwa makanan yang
disuguhkan pada beliau tidak jelas kehalalannya, yang disebabkan makanan tersebut diambil tanpa
seizin pemiliknya, kemudian beliau meminta agar makanan tersebut diberikan pada para tawanan.
Hadits tersebut dapat digunakan sebagai dasar pentasarufan harta yang didapatkan menyalahi aturan
syariah (harta-haram) yang harus disedekahkan, atau dikembalikan kepada pemilik (orang yang
berhak atas harta tersebut). Sebagaimana pandangan ulama yang disampaiakan oleh al Ghazali
sebagaimana dikutip oleh An Nawawi

o oy me Sl & O OB ae 3s1plly sl STy pl Jleane OS7I3] LR JB
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Artinya: Al-Ghazali berkata: Apabila terdapat harta haram pada seseorang, dan ia ingin bertaubat
serta melepaskan diri dari harta haram tersebut, makn jika pemilik harta tersebut
diketahui, wajib baginya untuk menyerahkan harta tersebut kepadanya atau wakilnya.
Jika pemililmya sudah meninggal dunia, wajib diberikan kepada ahli warisnya, dan jika
tidak diketahui pemiliknya dan tidak ada harapan (sulit sekali) untuk mengetahuinya,
maka sebailiknya ia menggunakan harta tersebut untuk kemaslahatan kaum muslim,
seperti membangun jembatan, sarana pendidikan Islam, masjid, jalan menuju ke Makkah
dan semisalnya, yang menjadi kebaikan bersama bagi kaum muslim. Apabila tidak, maka
sedekahkanlah kepada seorang fakir atau lebih.

Kutipan An Nawawi di atas menunjukkan bahwa ketika pemilik harta itu sudah tidak ada atau
tidak diketahui, maka harta tersebut diarahkan untuk kemaslahatan umat Islam. Pandangan yang
sama juga disampaikan oleh Ibnu Qayim, sesungguhnya harta yang didapat tidak dengan cara yang
syar'i, harus dikembalikan. Jika terkendala mengembalikan maka diganti dengan membayarkan
hutang orang tersebut, jika masih terdapat kendala maka harus diberikan kepada ahli warisnya, dan
jika hal itu masih belum beres maka harta tersebut disedekahkan.

Dengan demikian, dana TBDSP yang dimiliki oleh bank syariah dapat dimanfaatkan sebagai
sumber pendanaan melalui Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dengan menjunjung
tinggi maqasid syari’ah. Selain itu TISL yang dijalankan tidak boleh bertentangan dengan prinsip
syariah serta kriteria lainnya bahkan tidak tercantum atau belum disetujui (opini) dari Dewan
Pengawas Syariah (DPS). Oleh sebab itu, guna mengkontrol penyaluran dana TBDSP tersebut
diperlukan pembangunan Management Informating System (MIS) nantinya dapat digunakan untuk
perencanaan, monitoring dan evaluasi yang tidak terkait dengan core business bank (Bank Syariah
Indonesia, 2024).

4. KESIMPULAN
Pemikiran hermeneutika Paul Ricoeur menawarkan perspektif baru dalam memahami problem dana
non halal (TBDSP) pada perbankan syariah di Indonesia. Berbeda dari arus besar hermeneutika lainnya,
Ricoeur memadukan fenomenologi dan strukturalisme sehingga mampu menghubungkan teks, konteks
sosial, dan pengalaman manusia secara dinamis. Pendekatan ini relevan ketika ayat-ayat riba
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dihadapkan dengan realitas sistem keuangan modern, terutama dalam dual banking system yang
memunculkan potensi pendapatan tidak sesuai prinsip syariah.

Melalui level semantik, larangan rjba dibaca sebagai pesan etis tentang keadilan dan anti-eksploitasi.
Distansiasi teks membuka ruang perluasan makna bahwa rjba tidak hanya bunga berlipat ganda, tetapi
segala bentuk ketidakadilan struktural dalam transaksi keuangan. Tahap apropriasi menunjukkan
bagaimana nilai anti-riba diinternalisasi dalam praktik bank syariah melalui pemisahan dana halal—
haram dan pengelolaan TBDSP.

Pada level refleksi, penetapan Fatwa No. 123/ DSN-MUI/X1/2018 dipahami sebagai proses
ijtihadiyah kolektif yang menggabungkan dalil nagql/i, kaidah figh, logika maqdsid, dan pertimbangan
maslahat. MUI menetapkan bahwa dana TBDSP tidak boleh diakui sebagai pendapatan, namun wajib
disalurkan untuk kemaslahatan publik. Kondisi darurat menjadi legitimasi syar’i atas kondisi yang tidak
bisa dihindari dalam praktik perbankan.

Pada level eksistensial, hermeneutika Ricoeur membantu memahami TBDSP bukan sebagai bentuk
ketidaksyariahan total, melainkan konsekuensi operasional yang memerlukan pengelolaan etis. Prinsip
dasar pemisahan melalui metode tafiiq al halal min al haram menegaskan bahwa bank syariah wajib
tetap memisahkan unsur halal-haram, melaporkannya secara akuntabel, dan menyalurkannya kepada
kemaslahatan umat sebagaimana dicontohkan dalam hadits dan pandangan ulama klasik. Dengan
demikian, hermeneutika Ricoeur memberikan kerangka konseptual komprehensif untuk memahami
fatwa TBDSP: teks syariah, realitas ekonomi, dan kebutuhan etis umat dipertemukan dalam satu horizon
makna yang dinamis, moderat, dan responsif terhadap tantangan kontemporer.
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